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INTISARI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya
pembangunan perumahan, selain membutuhkan ketersediaan tanah juga
membutuhkan biaya yang sangat besar. Kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan
kebijaksanaan mengenai perizinan di bidang pertanahan melalui
PMNA/Kepaia BPN nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi. Kebijakan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penanaman modal juga
sebagai sarana pengendalian bagi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan
tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaan izin lokasi, penerima izin tokasi
diharapkan dapat melaksanakan izin lokasi sesuai dengan isi SK izin lokasi
yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagai
kendala. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis mencoba menuangkan
tindak lanjut pelaksanaan izin tokasi pembangunan perumahan di Kota
Banjarbaru serta kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pemberi izin
lokasi maupun penerima izin lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesesuaian tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan
perumahan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif
dengan cara survai. Populasi yang diteliti adalah seluaih izin lokasi
pembangunan perumahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru dari tahun 2000 - Maret 2003, yang berjumlah 13 (tiga belas) izin
lokasi pembangunan perumahan. Peneliti menggunakan data primer dan
data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan wawancara,
dokumentasi.angket atau kuesioner, dan observasi, kemudian data yang
terkumpul diklasifikasikan secara tabulasi, disimpulkan, dan dianalisis secara
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitiannya adalah 13 (tiga belas) izin lokasi pembangunan
perumahan yang diberikan seluruhnya telah sesuai dengan tata ruang
wilayah Kota Banjarbaru. Dalam tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi
pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kegiatan perolehan tanah hanya
mencapai 84,75% dengan luas 26,1624 Ha, cara perolehannya banyak yang
melakukan perolehan tanah terlebih dahulu baru memohon izin lokasi,
kegiatan pelaporan perolehan tanah tidak pemah dilaksanakan oleh 13 (tiga
belas) penerima izin lokasi, untuk permohonan hak atas tanah dan
pensertipikatan mencapai 100% seluas 26,1624 Ha, dan kegiatan
pembangunan 89,36% atau seluas 23,3789 Ha. Adanya kendala yang
dihadapi penerima izin lokasi yaitu dalam hal perolehan tanah, pelaporan
perolehan tanah, dan kegiatan pembangunan. Kendala yang dihadapi oleh
pemberi izin tokasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah dalam pembangunan dewasa ini,

merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk dan jenis kegiatan serta

kebutuhannya. Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan

yang sangat penting, dan tidak mengherankan bahwa makin lama

tanah menjadi komoditi yang semakin langka. Dikatakan demikian

karena luas tanah tidak pemah bertambah, sedangkan keperluan

tanah terus meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah

penduduk dan jenis kegiatan serta kebutuhannya. Lebih lanjut

Herutomo Soemadi (2002:44) menerangkan:

Jumlah penduduk yang bertambah dengan laju sedemikian itu
berkaitan dengan pertanyaan di mana mereka akan bermukim,
bekerja, berekreasi, berapa tingkat pendapaten yang akan mereka
peroleh dan apa yang akan mereka perlukan. Bertambahnya
kebutuhan akan tanah di satu pihak tidak diikuti oleh bertambahnya
luas tanah.

Berkembangnya kehidupan masyarakat baik dengan

meningkatnya jumlah penduduk maupun meningkatnya pembangunan,

tidak lepas dari kebutuhan akan tempat tinggal dalam hal ini

perumahan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan

perumahan dewasa ini sangat berkembang, karena kebutuhan ini



manusia secara perorangan maupun kebersamaan dengan

lingkungannya, yang perlu dibina dan dikembangkan demi

penghidupan masyarakat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi

perusahaan pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut.

Agar kegiatan pembangunan ini tertata dengan baik, maka

penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman mengacu pada

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman. Adapun tujuan penataan perumahan tertuang dalam

pasal 4 yakni:

1. memenuhi kebutuhan ruang sebagai salah satu kebutuhan dasar
manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rakyat;

2. mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;

3. memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran
penduduk yang nasional;

4. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan
bidang-bidang lainnya.

Pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut tidak dapat

dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperiukan adanya

dukungan dari masyarakat atau pihak swasta. Pemerintah dalam hal

ini mengeluarkan kebijakan operasional dibidang pertanahan dalam

rangka mendorong investasi di Indonesia dalam bentuk Keputusan

Presiden Nomor 97 tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang

Tate Cara Penanaman Modal yang dikenal dengan Paket Deregulasi

Oktober 1993 (Pakto 1993), dan telah ditindak lanjuti dengan



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993

tenteng Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Ates Tanah Bagi

Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kemudian

disempurnakan dengan peraturan izin lokasi yang baru yaitu Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tenteng izin

lokasi.

Kebijakan pemerintah berupa izin lokasi tersebut diharapkan

dapat memberikan kemudahan dalam penanaman modal juga sebagai

sarana pengendalian bagi pemanfaatan tenah yang sesuai dengan

tata ruang wilayah. Herutomo Soemadi (2000:22) menyebutkan: "salah

satu pengendalian pemanfaatan tanah dalam proses penatagunaan

tanah dilakukan dengan pemberian izin lokasi."

Keharusan untuk memiliki izin lokasi sebelum melakukan

kegiatan pembangunan bertujuan mengarahkan calon investor untuk

membangun di lokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Sehingga kemungkinan kesalahan alokasi kegiatan

pembangunan dalam rencana tata ruang wilayah ini dapat ditepis

dengan pertimbangan pemberian izin lokasi.

Pemberian izin tokasi dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan

penyederhanaan dalam hal perizinan. Dengan adanya

penyederhanaan prosedur perizinan ini dan sejalan dengan pesatnya

n«ri^mKonnor> toiah monariif minat investor untuk menanamkan



modalnya sehingga membawa hal positif bagi kemajuan

pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya di Kota

Banjarbaru.

Kota Banjarbaru terus berbenah untuk mewujudkan visinya

sebagai pusat pemukiman di Kalimantan Selatan. Untuk itu

Pemerintah Kota (Pemko) secara aktif berupaya merangkul para

pengembang untuk bersedia berinvestasi membangun kawasan-

kawasan perumahan.

Seperti yang disampaikan Kabag Pembangunan Kota
Banjarbaru, Dr Syahrian Msi, Untuk mewujudkan kota Banjarbaru
sebagai pusat pemukiman di Kalimantan Selatan sesuai Rencana
Strategis (Renstra) 2000-2005, saat ini pemko sedang
berkonsentrasi pada penatean jalan dan pengaturan pemukiman.
Selain pembangunan fisik, Pemko Banjarbaru juga akan lebih
mempermudah perijinan bagi pengembang. Dengan sistem
pelayanan satu atap, ijin yang diajukan akan selesai dalam 2 hari.
(Banjarmasin Post, 26 Juli 2003).

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kebutuhan akan

perumahan yang begitu tinggi, di Kota Banjarbaru terdapat beberapa

pengembang perumahan yang telah di beri izin lokasi. Dalam

pelaksanaan izin lokasi pengembang diharapkan dapat melaksanakan

izin lokasi yang diberikan sesuai dengan isi Surat Keputusan (SK) izin

lokasi yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat

kendala, misalnya dalam kegiatan perolehan tanah yaitu tidak adanya

kesepakaten harga mengenai besarnya ganti rugi dengan pemilik

tanah yang bersangkutan, adanya sengketa bates dan sengketa status

.«—t_U —— i-^^^U . .«-*.« **i*s4^>l-fc Us-tKi,



penerima izin lokasi tidak mengajukan perpanjangan izin lokasi. Dalam

kegiatan permohonan hak ates tanah dan pensertipikatennya belum

dilaksanakan karena beberapa hal, yaitu penerima izin lokasi tidak

berhasil dalam perolehan tanah, serta rendahnya kesadaran penerima

izin lokasi untuk mendaftarkan haknya.

Selain itu kegiatan pembangunan oleh penerima izin lokasi

sering mengalami kendala yaitu: terbentur masalah dana, lemahnya

daya beli masyarakat, kesulitan mencari bank penyandang dana, ada

kesengajaan dari investor yang bersangkutan untuk tidak

melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga ada kesan bahwa izin

lokasi digunakan sebagai alat spekulasi sambil menunggu harga tanah

meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: "STUDI PELAKSANAAN IZIN

LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN Dl KOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN".

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian later belakang masalah, maka penyusun

mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan izin Lokasi pembangunan

perumahan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan?



2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan izin lokasi

pembangunan perumahan tersebut serta bagaimana upaya

penyelesaiannya?

C. Batasan masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan serta mempermudah

pemahaman selanjutnya, maka penyusun membatasi masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah izin lokasi

pembangunan perumahan yang telah dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tahun 2000

sampai dengan Maret tahun 2003.

2. Kendala yang dihadapi adalah masalah yang timbul setelah izin

lokasi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi

pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.



b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan tersebut

dan upaya penyelesaiannya?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Diharapkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan

dalam bidang pertanahan.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pemerintah daerah setempat beserta instansi terkait,

khususnya Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam

menentukan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan saat ini

maupun di masa yang akan datang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada hasil pembahasan data penelitian

tenteng tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan pemmahan

dan kendala-kendalanya yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian izin lokasi pembangunan pemmahan yang dilaksanakan

di Kota Banjarbaru selumhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kote Banjarbaru.

2. Tindak lanjut pelaksanaan izin tokasi pembangunan pemmahan

yang dilaksanakan para pengembang belum sepenuhnya

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun

1999, dari kategori yang telah ditetapkan yaitu Tinggi, sedang,

rendah, secara umum tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi

pembangunan pemmahan di Kota Banjarbaru dari tahun 2000

sampai dengan Maret 2003 termasuk dalam kategori sedang

(antara 60 - 75%) dengan persentese 60,79%. Hasil perhitungan

tersebut diperoleh dari:

a. Kegiatan perolehan tanah yang dilakukan para pengembang,

uaitn RA. 7^% ritznnan Inac OR 1R94 Ha Dalam nolakeanaannua
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dari 13 (tiga belas) pengembang, 4 (empat) pengembang yang

memohon izin lokasi terlebih dahulu bam melakukan perolehan

tanah ateu 30,77%, dan 9 (sembilan) pengembang lebih dulu

membebaskan tenahnya sebelum memohon izin lokasi yaitu

sebanyak 69,23%.

b. Pelaporan perolehan tanah yaitu 13 (tiga belas) pengembang

semuanya tidak pemah melakukan pelaporan perolehan tanah.

c. Permohonan hak dan pensertipikaten yaitu dari 13 (tiga belas)

pengembang dengan luas perolehan tanah 26,1624 Ha, telah

dilakukan permohonan hak dan pensertipikaten oleh 13 (tiga

belas) pengembang seluas 26,1624 Ha ateu sebesar 100%.

d. Kegiaten pembangunan diates tenah yang telah dimohon yaitu

dari luas sertipikat hak atas tenah sebesar 26,1624 Ha hanya

23,3789 Ha yang dilaksanakan pembangunan atau sebesar

89,36%.

3. Kendala yang dihadapi oleh pengembang ateupun pihak kantor

pertanahan Kota Banjarbam.

a. Kendala yang berasal dari pengembang

1. Kesulitan dalam perolehan/pembebasan tanah meliputi

kekurangan dana, tidak adanya kesepakatan harga antera

pemilik tenah dan pengembang, adanya sengketa baik bates

maupun status kepemilikan tanah.
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2. Dalam pelaporan perolehan tenah dimana para

pengembang beranggapan jika sudah memperoleh tanah

lebih dulu tidak perlu melapor.

3. Kegiaten pelaksanaan pembangunan diates tanah yang

dimohon yaitu kekurangan dana, lemahnya daya beli

masyarakat, serta harga material bangunan yang naik.

b. Kendala yang berasal dari pelaksana pemberi izin lokasi/Kantor

Pertanahan Kota Banjarbaru, yaitu kendala dalam monitoring.

Monitoring tidak pemah dilaksanakan disebabkan terbatesnya

dana dan tidak adanya koordinasi dengan pihak pemerintah

Kota Banjarbaru.

B. Saran

Dari fakte yang ada dalam pelaksanaan izin lokasi

pembangunan pemmahan di Kota Banjarbaru, maka penyusun

mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Monitoring lapang hendaknya dapat dilakukan untuk mengetehui

pelaksanaan perolehan tanah, diperiukan adanya suatu koordinasi

antara pihak Kantor Pertanahan dan pemerintah Daerah Kota

Banjarbaru, serta pengalokasian dana tersendiri untuk kegiatan

dimaksud.

2. Perlu adanya penerapan sanksi atau teguran yang tegas kepada

penerima izin lokasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai
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dengan ketentuan ateu pelanggaran terhadap ketentuan izin

tokasi.

3. Dalam penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Izin Lokasi

agar disertakan pula tata cara pelaporan, isi, bentuk/format baku

yang harus di buat oleh pemegang izin lokasi.

4. Sebaiknya sebelum menyerahkan Surat Keputusan Izin Lokasi

kepada pengembang terlebih dahulu di jelaskan kewajiban-

kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum surat keputusan

izin lokasi.
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